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ABSTRACT
ABSTRAK
Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk
gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami
permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya
Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan
hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara. Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana
pelaksanaan hak kekebalan diplomatik kepala negara berdasarkan Hukum Internasional serta mekanisme penyelesaian kasus
penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala
negara Sudan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak kekebalan kepala negara berdasarkan Hukum
Internasional dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan kepala negara di depan Pengadilan
Pidana Internasional, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu: penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan
data sekunder melalui pengkajian terhadap instrumen hukum internasional, perjanjian internasional, buku-buku, dokumen resmi,
dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hak kekebalan yang melekat kepada kepala negara tidak mutlak dimiliki oleh kepala negara.
Kepala negara harus ditanggalkan hak kekebalannya, apabila terbukti melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang diatur
dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional.  Ditangkap dan diadilinya kepala negara, adalah berdasarkan
tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan individu. Mekanisme penyelesaian kasus penanggalan hak kekebalan diplomatik
kepala negara, dalam kasus Omar Al-Bashir sebagai kepala negara Sudan. Bahwa meskipun negara Sudan bukan merupakan para
pihak dari Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional, namun Pengadilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi
untuk menuntut dan mengadili Omar Al-Bashir berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB)
Nomor 1593 Tahun 2005. Sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional. 
Disarankan agar ketentuan hukum mengenai hak kekebalan kepala negara diatur dengan sangat jelas dengan mempertimbangkan
kemungkinan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Hendaknya negara-negara juga ikut bekerja sama dengan
Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu penegakan hukum dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, dengan tidak
memandang kapasitas pelaku kejahatan tersebut.
